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TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan Peraturan

Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu :

a)

Struktur organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan indikator program
masih terkendala pada pembagian struktur eselon IV terutama pada bidang
yang belum sinkron dengan tugas pokok dan fungsi;

Jumlah ketersediaan pegawai sebagai tenaga pelaksana program dan kegiatan
masih terkendala pada kapasitas bidang ilmu pariwisata, ekonomi dan teknik;
Relatif masih rendahnya kualitas SDM sektor kepariwisataan. Secara umum
HDI NTT ranking 31 Nasional (2017);

Keterbatasan fungsional bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif, kearsipan
dan asset;

Fasilitas pendukung perkantoran yang masih minim dalam pelaksanaan
kegiatan administrasi perkantoran, pelaksanaan event dan pembuatan video

promosi dan pemasaran.



